
BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO
KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 99 IKPTSI V l2O2?

TENTANG

PENGESAIIAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYARAWATAN
I}ESA ( BPD ) PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAIR MENJADI ANC,GOTA BADAN

PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) I}EFINITTF PADA DESA KM ICI
KECAMATAN IBU

KAB UPATEN HALMAHERA BARAT

BTIPATI HALMAHERA BARAT

Menirnbang : a. Bahrva sehubungan dengan 2 iDua) Anggota Badan pernrusyarvaratan

Desa (BFI)) tidak bisa rnelaksanakan tugas karna satu dan lain hal maka
dipandang periu menetapkan pengesahan pengangkatan Anggotan Badan
Permusyarvaratan Desa {BPD) Pengganti Antar waktu (pAW) rnenjadi
Anggota tsadan Permusyarvaratan Desa (BPD ) DefinitiL pada Desa Kie
Ici Kecamatan lbu I(abupaten Halmahera Barat;

b. Bahrva berdasarkan pefiimbangan sebagarmana dunaksud pada hurr-rf a.
perlu menetapkan Kepurtusan Bupati tentang Peneesahan Pengangkatan
Anggota Badan Perrnusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar waktu
(PAW) pada Desa di Kecarnatan lbu Kahr-rpaten Haimahera Barat:

lr.{engingiit : l. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang
Nomar Tahrin I957 tenta:rg Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra
'Iir:gkat il dalam \&ilayah Llaeral: Swantertra Tingkat I lv{alukr,r nrenjarii
L.lndang-rurtlang;

3. Ljndang-unrlang Nr:mor 6 J.ahun f00t) tentang Perublrhitn ilttls l*Jnriang-
undarng Namor 46 Tahun 19Q!l tentang Pembentukan Propinsi Malukir
LJtara, Kal:upaten Buru dan Kabupateu Malukr"r l.enggtrra lJarat:

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pernbentukan l(abupaten
I-ialnrahera Utara. Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan
Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan tli Propinsi
Maluku Utara;

4. undang-undang Nomor 23 T'ahr"rn 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. LJndang-undang Nomor I Tahun 2A22"
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 T'ahun 2015 tentang perr-rbahan atas

Peraturan Fernerintah Nomor 43 Tahun 2a14 Tentang peraturan
pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 T'entang Desa;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl No 110 'fahun 2016 'fentang Badan

Permusvalvaratan Desa;
10. Peraturan menteri Dalanr Negeri Nomor 77 Tahun 2A20;
11. Peraturan Daerah Kabupaten HaLnahera Barat Nomor I Tahun 201g

Tentang Badan Pennusyaraw,atan Desa.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 202 i

tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hahnahera Barat
Nomor 6 l-ahun 20i5 tentang pernbentukan dan susunan perangkat
Daerah;

13. Peraturan l)aerah Kabupaten Hairnahera Barat Nornsr 5 Tahun 2rJ22^

tentelig AiiiJD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Alrggaran ZA?j; d



14, Peraiuran Bupati L{ahnahera Barat Nornor 69 Tahun2022 tentang
penjabaran API3D'Iahun Anggaran 2AT;

Mernperhatikan : Surat Camat Ibr"r Nomor .I41147612022, I'anggal 14l'lovember 2A22
PerihalPengusulan PAW Anggota BPD

Menetapkan :

KT]SATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KE,LiMA :

KEENAM :

MEMT]TTJSKAN

Mengesahkan Penganskatan Anggota Badan Permusyarvaratan Desa (BpD)
Detbnitif Pergantian Antar Waktr"r (PAw) pada Desa Kie {ci Kecamatan Ibu
Kabupaten l{ahnahera Barat, sebagairnana tercantum pada larnpiran
Keputusan ini:

Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar
Waktr"r adalah melanjutkan sisa masa bhakti Anggota Badan
Permusvar,varatan Desa (BPD) yang di gantikan dan sesudahnya di tetapkan
berdasarkan musyawarah dan atau pilih kembali I (satu) kali' masa jabatan
berikutnva;

Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode sebelumnya
yang di karenakan sesuatu dan lain hal telah berakhir masa tugasnya, maka
atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini menyampaikan
ucapan terima kasih dan penghargaan yang setingi-tingginya atas Dhanna
Bhaktinya kepada kepada Bangsa dan Negara selama ini;

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar waktu dalarn
melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh-
sungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang
berlaku.

Anggota Badan Permusyar,varatan l)esa (BPD) yang berhalangan tetap dan
atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) perganlian Antar Waktu menggantikannya;

Dengan Berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Hahnahera Barat
Nomor 241.A.1KPTS/1/2018 khususnya kolom 4 angka 5 Desa Kie Ici di
nyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi;

Keputusan ini rnulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal : 79 rrtc( 2423

BARAl'BT]PATI IIALMAHE

Tembusan : disampaikan kepada.
Yth 1. Cubemur trlaluku Utara di Sofifi.

2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahcra Barat di iailolo.
3. Kcpala BPN1D Kab. Halmahera Barat di lailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Sstda Kab Halnahera Barat di Jailolc.
5. Camat Ibu di Kantpung Baru.

6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

Ass. Bid Pem & Kesra.

Kabag Hukum & O"g

JA1UES UANG



LA\{PIRAN

DAFTAR

: KEPUTI,TSAN BUPATI HALMAFIERA RARAT NOT{OR 97 IXYTSI V/ TITHUX :O::
TAl\.GGAL 29 ME( AHUN 2023
PENGE SAHAN PEN GANGK ATAN AN GGOTA BADAN PERMU S YA}VARATAN DE S A
(BPD) PERGANTIaT.T- ANTAR w*AKTU (PAW) PADA DF,SA KIE ICi KECAI\,{ATAN IBU
KABUPATE}'I HALMA}IERA BA RAT

BT]PATI BARAT

JAMES UA}{G

NO NAMADESA NAMAANGGOTAYANG
BERAKHTR MASA TUGAS

NAMAANGGOTAYANG
DTANGKAT

JABATAN

1 2 J 1

1 KII ICt J trKSOIVIBER MAR{U, S.Pd REIMON RONGA ANGGOTA

Ass. Bid Pem & Kesra.

Kabag Hukum & Org


